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Abstract

Local autonomy is the important moment for the local area to holds their own government. The local area is given the trust to regulate their own household. To realize the local government, off course the local government must supported by financial sources. Local area must find the financial sources, ones of them is Pure Local Income. Each outonomic area try to success their own government with increase their Pure Local Income that’s comes from local tax and retribution.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Seiring dengan bergulirnya otonomi daerah, telah merubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan di daerah dimana kekuasaan yang bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 22/1999, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 32/ 2004. Perubahan kebijakan pengaturan pemerintahan daerah tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan kebijakan terhadap pajak dan retribusi daerah sebagai landasan bagi daerah dalam menggali potensi pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, yakni Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 18/1987, kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 34/2000.

Perubahan berbagai kebijakan nasional sebagaimana dimaksud membawa harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan menggali potensi daerahnya masing-masing sebagai sumber pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah. Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi dengan muatan kewenangan untuk mengurus keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.

 Fokus perhatian berkenaan dengan pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertumpu pada persoalan pendapatan daerah yang berasal dari berbagai jenis sumber. Artinya pendapatan daerah merupakan cerminan dari kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan:

“Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

1) hasil pajak daerah;

2) hasil retribusi daerah;

3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

4) lain-lain PAD yang sah;

b. dana perimbangan; dan

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.”
Jika menelusuri ketentuan Pasal 157 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa di antara sumber pendapatan daerah tersebut, hanya ”Pendapatan Asli Daerah” yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah ditentukan oleh ukuran yuridis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya diantara komponen Pendapatan Asli Daerah, perlu dicermati komponen pajak daerah dan retribusi daerah aspek yuridis yang berimplikasi terhadap peranannya dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). 

Kajian yuridis landasan pajak daerah dan retribusi daerah harus ditetapkan dalam sebuah undang-undang sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 158 UU No.32/2004 : ” Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah”. 
Adapun undang-undang yang dimaksus Pasal 158 ayat (1) UU No. 32/ 2004 adalah UU No. 18/1987 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000. Dengan demikian pengaturan secara yuridis tersebut tidak luput untuk dibahas terhadap dinamika perubahan pengaturannya. Di samping landasan hukum berupa undang-undang, patut ditelusuri secara yuridis peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan PP No. 65/2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan PP No. 66/2001. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut dilakukan melalui produk hukum berupa peraturan daerah, selanjutnya disingkat dengan sebutan Perda. 
Pada sisi lain berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah ke dalam penetapan kebijakan hukum berupa Perda. Gejala yang tidak terhindarkan terjadi pada daerah adalah adanya beberapa perda yang menetapkan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah dibatalkan oleh pemerintah pusat, diantaranya dengan alasan objek yang dipungut pada pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada dasarnya sudah dikenakan sebagai objek pajak pusat, terutama dalam memberikan jawaban atas adanya dugaan telah terjadi tumpang tindih objek pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu adanya rumor yang berkembang, sejak era reformasi terkesan pada setiap daerah saling berlomba memperbesar tingkat pendapatan asli daerahnya melalui instrumen pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga dinilai telah menambah beban bagi investor yang mau berusaha atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan. 
2. Masalah Penelitian

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola perumusan kebijakan tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

2. Seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah?

3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah?

B. TINJAUAN PUSTAKA
1. Tinjauan Tentang Sumber-sumber Penerimaan Daerah


Lahirnya UU No.25 Tahun 1999 merupakan salah satu upaya mutakhir dari Pusat untuk mengatur pola hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Namun yang jelas, UU tersebut dalam ukuran yuridis formal telah memberikan harapan baru bagi daerah untuk memperoleh kesempatan guna mewujudkan kemandiriannya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
 

Berdasarkan UU No.33 tahun 2004 (sebagai pengganti UU No.25 Tahun 1999), sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi meliputi; pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan daerah yang utama dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Karena penyelenggaraan pemerintahan di daerah akan terlaksana dengan baik apabila didukung oleh dana yang memadai, disamping dana yang berasal pusat. Namun demikian meskipun terdapat bantuan transfer dana dari pusat, daerah diharapkan tidak selalu bergantung kepada pusat dalam artian daerah harus mampu menggali sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal namun tetap dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka menggali sumber-sumber keuangan daerah terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus berusaha mencari sumber-sumber keuangan yang potensial yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksananya dengan PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupkan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tersebut, dilaksanakan dengan menerbitkan peraturan daerah (Perda). UU No.34 Tahun 2000 tersebut memberikan peluang kebebasan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dampak yang timbul kemudian adalah banyaknya bermunculan Perda-perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang meresahkan masyarakat dan pelaku usaha sehingga menimbulkan kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan eekonomi dan investasi secara nasional. Selain itu, Perda-perda baru tersebut menimbulkan terjadinya pungutan-pungutan yan pada akhirnya menciptakan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang memberatkan ekonomi nasional.
   

Namun demikian berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pemerintah c.q. Departemen Keuangan diberikan mandat untuk memonitor dan mengevaluasi perda DPRD. Pada kenyataannya kewenangan yang diberikan kepada Daerah tersebut memberikan dampak banyaknya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah tersebut yang dibatalkan oleh pemerintah, karena dianggap bertentangan dengan undang-undang di atasnya dan mengganggu iklim investasi dan usaha di daerah sehingga memberatkan pelaku usaha. Ketentuan tentang penerbitan Peraturan Daerah yang harus mendapatkan pengesahan dari Pusat dirasakan telah mengurangi makna otonomi daerah sebagai perwujudan kemadirian daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.


Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi adalah pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber kepada :

a. Pendapatan Asli Daerah

b. Dana Perimbangan

c. Lain-lain pendapatan

Pendapatan asli daerah ini merupakan bagian terpenting dari penerimaan Daerah. Semakin tinggi sumber PAD akan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendapatan asli daerah adalah :

a. Pajak Daerah

b. Retribusi Daerah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

e. Lain-lain PAD yang sah 

Sejak pelaksanaan otonomi daerah peningkatan PAD selalu menjadi pembahasan penting termasuk strategi peningkatannya. Hal ini mengingat bahwa kemandirian daerah menjadi tuntutan utama sejak diberlakukannya otonomi daerah. Optimalisasi potensi daerah digalakkan untuk meningkatkan PAD. Dalam era otonomi daerah PAD merupakan pencerminan dari local taxing power yang seharusnya memiliki peranan yang cukup signifikan. Namun kenyataannya peran PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota masih relatif kecil. Rata-rata kontribusi PAD terhadap total penerimaan sebelum era desentralisasi sebesar 0,2 persen (1998-2000), sedangkan pada era desentralisasi mengalami penurunan menjadi 8,1 persen (2000-2001).
   


Untuk peningkatan PAD terkait dengan peran legislatif daerah dalam hal ini adalah pada tingkat kebijakan dimana dewan harus menentukan unsur kelayakan dan kemudahan jenis pungutan serta dapat menjamin keadilan baik secara vertikal maupun horizontal. Disamping itu dewan juga dapat berpartsisipasi dalam bentuk pengawasan. Bila dewan benar-benar mampu menjalankan fungsinya dengan baik dalam kebijakan dan pengawasan, maka optimalisasi PAD akan benar-benar terwujud.

2. Pajak Daerah

Pengaturan tentang pajak daerah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No.18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksananya dengan PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Berdasarkan UU dan PP tersebut Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan terhadap masing-masing jenis pajak.
 Untuk itu daerah diberikan kewenangan memungut 11 jenis pajak.
 Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pajak tersebut secara umum dapat dipungut hampir di semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktek merupakan pungutan yang baik.


Jenis pajak propinsi bersifat limitatif yang berarti propinsi tidak dapat memungut pajak lain selain yang telah ditetapkan. Adanya pembatasan jenis pajak propinsi tersebut terkait dengan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom yang terbatas yang hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota, serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu. Propinsi dapat tidak memungut pajak yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai. Besarnya tarif pajak propinsi berlaku definitif yang ditetapkan secara seragam di seluruh Indonesia dan diatur dalam PP No. 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.


Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam UU No.34 Tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Namun ada rambu-rambu atau kriteria yang harus diikuti :

a. Bersifat pajak dan bukan retribusi;

b. Obyek pajak terletak atau terdapat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan;

c. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;

d. Obyek pajak bukan merupakan obyek pajak propinsi dan/atau obyek pajak pusat;

e. Potensinya memadai;

f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, dan;

h. Menjaga kelestarian lingkungan. 

Jika ada pajak daerah yang akan dikenakan tidak memenuhi satu saja dari rambu di atas, maka seyogyanya dipertibangkan untuk dibatalkan pengesahannya. UU No.34 Tahun 2000 secara tegas telah menyatakan bahwa pemerintah pusat bisa meminta daerah untuk membatalkan pajak-pajak yang dianggap tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. 


Besarnya tarif yang berlaku definitif untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditetapkan undang-undang. Dengan adanya pemisahan jenis pajak yang dipungut oleh propinsi dan yang dipungut oleh kabupaten/kota diharapkan tidak adanya  pengenaan pajak berganda.  

Menurut Kristiadi
, pajak daerah secara teori hendaknya memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

a. Tidak bertentangan atau searah dengan kebijakan pemerintah pusat

b. Sederhana dan tidak banyak jenisnya

c. Biaya administrasinya rendah

d. Tidak mencampuri sistem perpajakan pusat

e. Kurang dipengaruhi oleh “business cycle” tapi dapat berkembang dengan meningkatnya kemakmuran

f. Beban pajak relatif seimbang dan “tax base” yang sama diterapkan secara nasional    


Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya.
  

3. Retribusi Daerah

Sebagaimana halnya pajak daerah, retribusi diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.  

Menurut Pasal 1 ayat (28) UU No. 34 Tahun 2000 :


Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

 
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha Pemerintah Daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga msyarakat baik individu maupun badan atau koorporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 


Retribusi dapat digolongkan atas tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perijinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis Retribusi Jasa Umum antara lain; Retribusi Pelayanan Kesehatan; Retribusi Pelayanan Kebersihan/Persampahan; Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Penduduk dan Akte Catatan Sipil dan lain-lain.
b. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; Retribusi Tempat Pelelangan dan lain-lain.
c. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, sarana, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perijinan Tertentu terdiri dari; Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan; Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; Retribusi Ijin Gangguan; dan Retribusi Ijin Trayek.        

Namun demikian berdasarkan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, daerah dapat menerapkan berbagai jenis retribusi lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.
 Ketentuan inilah yang membuka peluang bagi daerah untuk menerbitkan berbagai jenis retribusi yang pada akhirnya dibatalkan oleh Pemerintah Pusat karena dianggap mengganggu iklim investasi di daerah dan memberatkan pelaku usaha.

Tim gabungan yang terdiri dari perwakilan Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri, telah membatalkan dan merevisi 111 peraturan daerah (perda) bermasalah dari 193 perda tentang pajak dan retribusi yang diterima tim sepanjang 2005. Sejak 2001 tim  telah membatalkan dan merevisi total 448 perda dari 4.574 perda yang diterima. dari total 448 perda itu, yang dibatalkan sebanyak 404 perda dan yang direvisi 44 perda dari berbagai sektor. Sektor   yang   terbanyak adalah pertanian dan peternakan (87), industri dan perdagangan (68), dan perhubungan (66). 
 

C. METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (sociological legal research), yakni penelitian yang menggunakan pendekatan hukum dalam makna  “law in action”. Penelitian yang demikian di awali dengan melakukan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya ditelusuri dan diteliti realitas kebijakan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai fenomena sosial dengan menggunakan perspektif hukum. 
2. Sifat Penelitian

Secara umum penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan bagaimana bentuk kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, dan dengan kacamata hukum menganalisis setiap fakta yang dikemukakan. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan dalam beberapa bagian penelitian ini juga bisa bersifat eksploratif terutama berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah terhadap pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dimungkinkan karena penelitian dilakukan di 3 daerah di Sumatera Barat yang masing-masing memiliki potensi keuangan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini bukanlah bersifat menguji teori (eksplanatori). 
3. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana lazimnya penelitian hukum di masyarakat (sosio-legal research), penelitian ini membutuhkan baik data sekunder yang berasal dari “bahan hukum” maupun data primer yang berasal dari informan. 

a.  Data Primer

Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, informan penelitian ini terdiri atas orang-orang yang terkena dampak langsung dari kebijakan pajak dan retribusi daerah yang dihasilkan. Berkaitan dengan itu, maka teknik sampling yang digunakan untuk menentukan informan penelitian adalah purposive sampling.
b.  Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, publikasi dari Pemerintah Daerah, literatur, peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah, serta hasil-hasil penelitian sebelumnya. 
4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi  Dokumentasi

Penelitian untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan dengan studi dokumentasi, khususnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Wawancara

Dalam hal ini dilakukan survai dan wawancara dengan metode depth interview atau wawancara mendalam untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Wawancara juga dilakukan dengan menggunakan petunjuk wawancara (guided interview) sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pejabat daerah terutama dari Dinas Pendapatan Daerah, BAPPEDA, Bagian Hukum di Lingkungan Sekretariat Daerah, DPRD serta dari pihak di luar Pemda seperti beberapa asosiasi pengusaha daerah yang terkena dampak langsung dengan kebijakan yang dihasilkan. 

5. Analisis Data
Analisis data dilakukan secara kualitatif dan analisis isi (content analysis) terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Langkah pertama adalah dengan melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah. Langkah selanjutnya melakukan telaah terhadap semua dokumen pemungutan dan rekaitulasi hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah guna diperoleh taraf kesesuaian antara norma yang mengatur dengan operasional norma di lapangan.
Berkaitan dengan data primer terlebih dahulu dilakukan reduksi data dan dianalisis dengan analisis domain. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh tentang objek permasalahan yang diteliti. Berdasarkan analisis yang dilakukan kemudian ditarik generalisasi tentang permasalahan dan kemudian diambil konklusi guna memberikan jawaban tentang permasalahan yang dikemukakan. 

D. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pola rumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

a. Peraturan perundang-undangan

Kebijakan pajak dan retibusi merupakan bagian dari kebijakan publik (umum) yang diambil pemerintah sejalan sebagai cerminan kehendak rakyat dalam mencapai tujuan negara.  Konskuensi lanjut terhadap hal di atas bagaimana pemerintah dapat menyelenggarakan fungsi pajak (budgeter dan reguler). Pola perumusan kebijakan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, sebagai berikut:

1) Undang Undang Dasar 1945, khusus berkenaan dengan pajak secara umum diakomodir dalam Pasal 23A yang menyatakan ”pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Norma yang demikian mempunyai makna bahwa segala sesuatu pungutan yang menjadi beban rakyat harus sepengetahuan rakyat melalui representasinya di lembaga perwakilan rakyat. Persoalan pajak dan retribusi daerah masuk dalam lingkup konstitusional yang dimaksud di atas, sehingga perlu ada pengaturan umum tentang pajak dan retribusi daerah ke dalam undang-undang. 

2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat dengan sebutan UU No. 28/ 2009 merupakan undang-undang terbaru yang mengatur pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000. 
Kehadiran UU No. 28/2009 belum dibahas dalam hasil penelitian ini, disebabkan pengaturan dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah pada tiga daerah sebagai wilayah studi masih didasarkan pada perda-perda yang dibuat dan ditetapkan atas dasar UU yang lama.

Meskipun demikian perlu dipaparkan secara normatif menunjukkan bahwa perubahan undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memperlihatkan adanya tuntutan dinamika terhadap jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana tertera pada tabel 1 dan 2 sebagai berikut :

Tabel 1:
Jenis Pajak Daerah Berdasarkan UU Keberlakuannya

	No.
	Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
	UU No. 18/1997
	UU No. 34/2000
	UU No. 28/2009

	I.
	Pajak Daerah Provinsi
	
	
	

	1. 
	Pajak Kendaraan Bermotor
	√
	√
	√

	2. 
	Bea Balik Nama Kendaraan
	√
	√
	√

	3. 
	Pajak Bahan Bakar Kendaraan
	√
	√
	√

	4. 
	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
	-
	√
	-

	5. 
	Pajak Air Permukaan
	-
	-
	√

	6. 
	Pajak Rokok
	-
	-
	√

	
	
	
	
	

	II.
	Pajak Daerah Kabupaten/Kota
	√
	√
	√

	1. 
	Pajak Hotel dan Restoran
	√
	√
	-

	2. 
	Pajak Hiburan
	√
	√
	√

	3. 
	Pajak Reklame
	√
	√
	√

	4. 
	Pajak Penerangan Jalan
	√
	√
	√

	5. 
	Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
	√
	√
	√

	6. 
	Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
	√
	-
	-

	7. 
	Pajak Parkir
	-
	√
	√

	8. 
	Pajak Hotel
	-
	-
	√

	9. 
	Pajak Restoran
	-
	-
	√

	10. 
	Pajak Air Tanah
	-
	-
	√

	11. 
	Pajak Mineral Bukan Logam
	-
	-
	√

	12. 
	Pajak Sarang Burung Walet
	-
	-
	√

	13. 
	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
	-
	-
	√

	Sumber : Data Olahan Dari UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, UU No. 28/2009..



Tabel 2:
Jenis Retribusi Daerah Berdasarkan UU Keberlakuannya

	No.
	Jenis Retribusi Daerah
	UU No. 18/1997
	UU No. 34/2000
	UU No. 28/2009

	1. 
	Retribusi Jasa Umum;
	√
	√
	√*

	2. 
	Retribusi Jasa Usaha
	√
	√
	√*

	3. 
	Retribusi Perizinan Tertentu
	√
	√
	√*

	Sumber : Data Olahan Dari UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, UU No. 28/2009..



Di antara ketiga UU tersebut, hanya UU No. 28/2009 yang memberikan rincian dari masing-masing jenis retribusi daerah sebagaimana terdapat dalam Pasal 110 yang menyatakan : (1) 14 macam retribusi daerah dalam kategori jenis retribusi jasa umum; (2) 11 macam retribusi dalam kategori jenis retribusi jasa usaha; (3) enam macam retribusi dalam kategori jenis retribusi perizinan tertentu.
3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
Jenis pajak daerah yang diatur dalam PP No. 65/2001 dinyatakan sebagai berikut:

a) Pajak Kendaraan Bermotor
b) Pajak Kendaraan Di atas Air
c) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

d) Bea Balik Nama Kendaraan Di atas Air

e) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

f) Pajak Hotel

g) Pajak Restoran

h) Pajak Hiburan

i) Pajak Reklame

j) Pajak Penerangan Jalan

k) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

l) Pajak Parkir.

Jenis-jenis pajak daerah yang diatur dalam PP No. 65/2001 tidak dinyatakan secara tegas sebagai penggolongan pajak daerah provinsi atau pajak daerah kabupaten. Namun demikian, Pasal 71 PP No. 65/2001 memberikan peluang kepada daerah kabupaten/kota untuk menambah jenis pajak daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan dan keadaan daerah yang bersangkutan.
4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
Jenis retribusi daerah sebagaimana yang diatur dalam  Pasal 2, 3 dan 4 PP No. 66/2001, yanki (1) 10 macam retribusi daerah dalam kategori jenis retribusi jasa umum; (2) 13 macam retribusi dalam kategori jenis retribusi jasa usaha; (3) empat macam retribusi dalam kategori jenis retribusi perizinan tertentu.
5) Peraturan Daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah di wilayah studi, meliputi  18 peraturan daerah tentang pajak daerah dan 79 peraturan daerah tentang retribusi daerah. 
b. Analisis Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Hasil penelusuran terhadap rumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk pengaturan  undang-undang merupakan cermin dari pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat. Artinya tatkala penguasa hendak memberikan beban kepada rakyat, wajib diketahui dan disetujui oleh rakyat, dalam hal ini representasinya diperlihatkan melalui sosok lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Demikian halnya dengan adanya pengaturan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah dalam bentuk perda, juga merupakan representasi rakyat melalui lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang diwujudkan oleh UU yang telah diubah dan diganti terakhir oleh UU No. 28/2009 mencerminkan upaya untuk mendorong daerah agar optimal menggali potensi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Ada beberapa catatan khusus yang perlu diberikan perhatian guna mendukung kemampuan daerah untuk membiayai diri sendiri, yakni:

1) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan semula merupakan jenis pajak daerah Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 18/1997, kemudian ditarik dan dijadikan pajak daerah Provinsi berdasarkan UU No. 34/2000. Namun dalam perkembangan terbaru berdasarkan UU No. 28/2009,  Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dipisahkan menjadi dua jenis pajak daerah yang berbeda, yakni Pajak Air Permukaan sebagai Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Air Tanah sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota.

2) Pajak Hotel dan Restoran yang diatur dalam UU No. 18/1997, selanjutnya oleh UU No. 34/2000 sebagaimana diganti oleh UU No. 38/2009 dipisahkan menjadi dua jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yakni Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

3) Adanya penambahan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yakni Pajak Parkir berdasarkan UU No. 34/2000, sedangkan berdasarkan UU No. 18/1997 jenis pajak daerah tersebut tidak ada.

4) Adanya penambahan jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota yang sebelumnya berdasarkan UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah oleh UU No. 34/2000 tidak ada. UU No. 28/2009 telah menetapkan tambahan jenis pajak daerah kabupaten/kota, yakni : (1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; (2) Pajak Sarang Burung Walet; (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; (4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

5) Dinamika pengaturan kebijakan retribusi daerah diperlihatkan semula UU No. 18/1997 dan UU No. 34/2000 tidak mengatur rincian jenis retribusi daerah, selanjutnya diatur dalam UU No. 28/2009, yakni ada 13 macam retribusi jasa umum, 11 macam retribusi jasa usaha dan 6 macam  retribusi perizinan tertentu. Adapun rincian dari masing-masing jenis retribusi daerah yang dimaksud dalam UU No. 28/2009, sebagian besar merupakan materi muatan yang telah diatur dalam PP No. 66/2001. Artinya terjadi peningkatan derajat materi muatan kebijakan, semula ditetapkan riniciannya dalam PP, selanjutnya diatur ke dalam UU.

Hakikat keberadaan berbagai perda tersebut di atas merupakan tindak lanjut pelaksanaan yuridis sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karenanya konsekuensi logis, tatkala peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi atau materi muatannya melampaui yang didelegasikan kewenangan untuk mengatur, maka peraturan perundang-undangan dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Logika pemikiran yang demikian di dasarkan pada asas lex superioriori derogat legi inferiori.

Sehubungan dengan terjadinya dinamika peraturan kebijakan di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah, tentu diperlukan upaya yang serius bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan kategori jenisnya guna menghindari adanya tumpang tindih yang berakibat dapat dibatalkannya perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah

Pada era otonomi daerah, banyak daerah yang berlomba meningkatkan PAD. Hampir semua Kabupaten dan Kota berusaha memacu dengan menggali potensi daerahnya. Berikut ini akan dilihat bagaimana kondisinya di tiga daerah yang ada di Sumatera Barat berikut dengan analisis pembahasannya.
a. Padang

Persoalan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan pendapatan asli daerah. Sehubungan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, perlu dilakukan penelusuran terhadap eksistensi PAD terhadap APBD guna mendapatkan gambaran kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
Kondisi PAD terhadap APBD berdasarkan enam tahun anggaran terdapat fluktuasi, yakni pada tahun 2005 kontribusi PAD tertinggi hanya mencapai 20,54% sedangkan terendah pada tahun anggaran 2008 sebesar 12,74%. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD relatif kecil dan belum memadai, yakni sebesar 15,57%. Hal demikian masih jauh harapan dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi atas kemampuan biaya sendiri, melainkan biaya pelaksanaan otonomi Kota Padang sebagian besar (84,43%) berasal pemerintah pusat dan propinsi, yakni bersumber dari dana perimbangan (bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi) dan lain-lain pendapatan yang sah (bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah, bantuan dana penyeimbang (ad.hoc.), bantuan lainnya, dan bantuan hibah).

Angka relatif kecil di atas, semakin memperkuat kondisi belum terwujudnya kontribusi PAD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah guna menjalani otonomi daerah, jika dibandingkan dengan otonomi di negara lain, yakni : 
1) Negara maju seperti Amerika Serikat misalnya, 70% dari anggaran pendapatan belanja Cities diperoleh dari pajak daerah. Sedangkan unit-unit pemerintahan daerah lainnya, seperti County, Town/Township, Village, Borough, Special District dan School District, 50% dari pengeluarannya dipenuhi oleh pajak daerah.

2) Di Inggris, dari keseluruhan pendapatan asli daerah (PAD) yang berjumlah 60%, kontribusi terbesar diperoleh dari sektor pajak daerah, yakni 31%.

3) Di Republik Filipina, posisi pajak daerah menduduki tempat terhormat sebagai penyumbang terbesar penerimaan daerah. Pendapatan Propinsi dari sektor ini mencapai 66,78%, sedanglan Cities mencapai 71,26% dan Municipalities 57,79%.

Di antara jenis PAD Kota Padang yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah jenis pajak daerah rata-rata dalam enam tahun terakhir sebesar 66,53 % dan jenis retribusi daerah dalam enam tahun terakhir sebesar 22,85 %. Berkenaan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD  sebagaimana tertera pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 : Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Kenaikan PAD

	Tahun
	Realisasi Pajak daerah
	% Kenaikan
	Realisasi retribusi daerah
	% Kenaikan

	2003
	42.731.165.515
	-
	15.550.656.374
	-

	2004
	49.240.374.117
	15,23
	16.181.267.607
	4,06

	2005
	60.625.092.395
	23,12
	24.159.563.542
	49,31

	2006
	64.099.008.135
	5,73
	21.397.178.290
	-11,09

	2007
	68.375.221.512
	6,67
	21.565.465.415
	0,79

	2008
	76.795.691.361
	12,31
	24.531.324.112
	13,75

	∑
	
	12,61
	
	11,36

	Sumber : data yang telah diolah yang berasal dari data Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Padang


Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD sebesar 12, 61%, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD sebesar 11,36 %. Meskipun demikian terdapat catatan khusus terhadap retribusi daerah, yakni pada tahun 2005 terdapat kenaikan yang sangat menyolok sebesar 49, 31%, sebaliknya terdapat defisit (ketidakmampuan) untuk meningkatkan PAD pada tahun 2006, yakni minus 11,09%.

Jika dicermati lebih rinci terhadap masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menonjol memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD adalah:

1) Pajak penerangan jalan

2) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

4) Retribusi pelayanan pasar

5) Retribusi pemberian izin dan pemanfaatan fasilitas pasar

6) Retribusi jasa usaha terminal 

7) Retribusi pelayanan kebersihan

8) Retribusi penggantian biaya cetak KTP

9) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Pada dasarnya pajak dan retribusi daerah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap PAD Kota Padang, jika dibandingkan dengan sumber PAD yang lain. Dengan meningkatnya jumlah PAD berarti akan meningkatkan penerimaan APBD. Dengan kata lain pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pelaksanaan otonomi daerah, realisasi PAD dan Realisasi APBD. Meskipun terdapat beberapa kebijakan yang mengurangi kontribusi terhadap PAD Kota Padang (seperti pemberian pengurusan KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Keluarga secara gratis), namun semuanya itu semata-mata ditujukan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Namun demikian tidak dapat dipungkiri munculnya berbagai kendala dalam melaksanakan pemugutan untuk peningkatan PAD, yaitu :

1) Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pembayaran pajak

2) SDM yang masih kurang dari masyarakat karena banyaknya masyarakat  yang belum memahami apa kegunaan pajak

3) Banyaknya petugas pajak yang belum mempunyai keterampilan yang memadai untuk itu.

4) Belum adanya penerapan sanksi hukum terhadap pajak daerah
5) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak semestinya ditindaklanjuti degan sosialisasi
6) Sarana dan prasarana yag masih kurang. Perlu teknologi informasi untuk itu semua.
b. Bukittinggi

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi, perlu dilakukan penelusuran terhadap eksistensi PAD terhadap APBD guna mendapatkan gambaran kemampuan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan otonomi daerah. Sebagai salah satu daerah objek wisata di Sumatera Barat, Bukittinggi memiliki sumber PAD yang potensial, karena memiliki obyek potensial sebagai sumber penerimaan daerah seperti hotel, restauran, dan sebagainya. Sehingga memungkinkan pemerintah daerah memungut berbagai jenis pajak dan retribusi, yang pada dasarnya sangat banyak sekali yang berkaitan dengan kondisi Kota Bukittinggi sebagai daerah objek wisata. 

Kondisi PAD terhadap APBD berdasarkan lima tahun anggaran relatif konstan meski ada sedikit cenderung menurun, namun secara keseluruhan rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 10,30% dinilai belum memadai dan sangat kecil di bawah rata-rata kontribusi PAD terhadap APBD Kota Padang. Hal demikian masih jauh harapan dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi atas kemampuan biaya sendiri, melainkan biaya pelaksanaan otonomi Kota Bukittinggi sebagian besar (89,70%) berasal pemerintah pusat dan propinsi, yakni bersumber dari dana perimbangan (bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana perimbangan dari propinsi) dan lain-lain pendapatan yang sah (bantuan dana kontijensi/penyeimbang dari pemerintah, bantuan dana penyeimbang (ad.hoc.), bantuan lainnya, dan bantuan hibah).

Berkenaan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD  dapat terlihat sebagaimana tertera pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 : Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Kenaikan PAD

	Tahun
	Realisasi Pajak daerah
	% Kenaikan
	Realisasi retribusi daerah
	% Kenaikan

	2003
	4.277.081.257
	-
	6.398.188.782
	-

	2004
	5.312.000.637
	24,20
	7.643.974.124
	19,47

	2005
	5.665.684.122
	6,66
	8.852.407.117
	15,81

	2006
	6.943.273.397
	22,55
	9.307.335.827
	5,14

	2007
	7.266.484.541
	4,66
	9.315.446.320
	0,0008

	∑
	
	14,52
	
	10,11

	Sumber : data diolah yang berasal dari data Dinas Pengelolaan Keuangan Kota Bukittinggi


Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD sebesar 14, 53%, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan PAD sebesar 10,11 %. Meskipun demikian terdapat catatan khusus terjadi fluktuasi kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD, bahkan khusus retribusi daerah pada tahun 2006 dan 2007 terjadi penurunan kontribusinya terhadap peningkatan PAD.

Potensi sumber PAD Kota Bukittinggi yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan telah diatur dalam berbagai jenis perda pajak dan retribusi. Untuk daerah Bukittinggi, terdapat 6 jenis pajak yang sudah diatur dalam Perda, yang masing-masingnya juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Sedangkan retribusi yang terdapat di Kota Bukittinggi dijumpai 40 peraturan daerah. 

Di antara jenis PAD Kota Bukittinggi yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD adalah jenis retribusi daerah rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 41,01 % dan jenis pajak daerah dalam lima tahun anggaran sebesar 28,74 %. Kondisi yang terdapat di Kota Bukittinggi ternyata berbeda dibandingkan di Kota Padang yang lebih menonjol jenis Pajak Daerah dibandingkan dengan Retribusi Daerah.

Jika dicermati lebih rinci terhadap perbandingan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, maka retribusi  masing-masing jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang menonjol memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD adalah:

1) Pajak Hotel

2) Pajak Penerangan Jalan

3) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

4) Retribusi pelayanan pasar

5) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

Kondisi di atas juga agak berbeda dibandingkan dengan Kota Padang, sebab Kota Bukittinggi sebagai Kota Wisata berbanding lurus dengan sektor penerimaannya juga dari jenis Pajak Hotel dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang sangat menonjol dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD.
c. Pesisir Selatan

Pesisir Selatan sebagai salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, merupakan daerah yang sebagian besar berada di kawasan pesisir pantai barat Sumatera. Dilihat dari kondisi geografisnya, sebelah utara berbatasan dengan Kota Padang, sebelah selatan dengan Propinsi Bengkulu, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Propinsi Jambi, dan sebelah barat dengan Samudera Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan sebelum terjadinya krisis ekonomi menunjukkan dinamika perkembangan yang cukup menggembirakan. Namun pada saat krisis moneter, perekonomian di Pesisir Selatan merosot tajam dan semakin terpuruk (tahun 1998), dimana pertumbuhan ekonominya menjadi minus 4,08 persen. Sejalan dengan pulihnya perekonomian Indonesia, Pesisir Selatan pun mulai berangsur-angsur pulih.

APBD Kabupaten Pesisir Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Sumber pendapatan terbesar adalah dari pajak daerah. Penerimaan pajak terbesar berturut-turut berasal dari pajak penerangan jalan (61,76 persen). Adapun jenis-jenis pajak yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1) Pajak Penerangan Jalan

2) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

3) Pajak Hotel dan Restoran

4) Pajak reklame

5) Pajak atas Pertunjukan Dan Keramaian Umum dan Tontonan.

Disamping itu juga terdapat pajak pendaftaran perusahaan dan pajak potong hewan, namun kedua jenis pajak ini pada tahun 2003 ditiadakan. Namun itu tidak mengurangi kontribusi nya terhadap PAD. Hotel dan restoran merupakan sektor andalan kedua di Kabupaten Pesisir Selatan setelah sektor pertanian. Sehingga jenis pajak hotel dan restoran sangat berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Pesisir Selatan. Ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata termasuk sektor yang menjadi primadona di Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga dapat menambah income bagi kabupaten ini.

Pencapaian kinerja keuangan terutama berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dasarkan kepada ukuran tingkat efisiensi dan efektiftas dalam realisasi penerimaan atas target yang ditetapkan dalam tiap tahun anggaran.

Tabel 5 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2007-2008.

	Tahun Anggaran
	Pajak Daerah
	Retribusi Daerah
	Bagian Laba BUMD
	Lain-lain PAD
	Total PAD

	2007
	2.634.462
	2.987.148
	598.386
	5.924.504
	12.144.501

	2008
	4.092.513
	3.819.455
	1.718.643
	6.047.572
	15.678.182

	Peningkatan
	1.457.051
	832.307
	1.120.257
	123.186
	3.533.680

	Peningkatan (%)
	55,30
	27,86
	187,21
	1,02
	29,09


Realisasi PAD tahun 2008 sebesar Rp. 15.578.181.587,- (105,66%) dari target sebesar Rp. 14.838.226.154,- terjadi peningkatan sebesar RP. 3.533.680.250,- (9,09%) dibandingkan dengan realisasi tahun 2007. Komponen PAD yang mengalami kenaikan terbesar adalah penerimaan dari sektor Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 187,21% dan diikuti oleh penerimaan Pajak Daerah sebesar 55,30%, retribusi daerah sebesar 27,86%, sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 1,02%.

Sektor penerimaan PAD yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PAD pada tahun 2008 adalah lain-lain PAD yang sah sebesar 38,57%, kemudian diikuti oleh pajak daerah sebesar 26,10%, dan penerimaan retribusi daerah sebesar 24,36% dan yang memberikan kontribusi terkecil adalah penerimaan dari Bagian Laba BUMD, yaitu sebesar 10,96%.

Kebijakan yang ditempuh Pesisir Selatan dalam peningkatan PAD:

1) Pajak Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan pajak daerah sebagai berikut:

a. Melakukan intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan melibatkan SKPD secara aktif
b. Melakukan penyelidikan pada objek/subjek pajak yang tidak membayar atau kurang membayar pajak daerah dengan yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak daerah dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penegak hukum yang terkait;

c. Melakukan uji petik atas beberapa pajak daerah untuk mengetahui potensi yang sebenarnya, misalnya uji petik terhadap rumah makan, hotel dan sebagainya.

2) Retribusi Daerah

Kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan penerimaan PAD dari sektor retribusi daerah sebagai berikut:

a) Membebankan target penerimaan kepada SKPD terhadap pemungutan retribusi daerah atas jenis retribusi yang timbul akibat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;

b) Melakukan intensifikasi pemungutan dengan cara:

(1) Menurunkan tim untuk membantu pemungutan retribusi daerah;

(2) Melakukan uji petik atas beberapa jenis retribusi daerah untuk mengetahui potensi yang sebenarnya;

(3) Meningkatkan razia terhadap beberapa jenis sumber retribusi daerah;

(4) Meningkatkan pengawasan atas pengelolaan/pemungutan retribusi daerah yang dikelola oleh setiap SKPD.

c) Melakukan dan meningkatkan operasional Pos Pengawasan untuk memastikan bahwa setiap komoditi yang dibawa keluar dari Kabupaten Pesisir Selatan telah membayar retribusi daerah;

d) Melakukan kerjasama dengan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) untuk lebih meningkatkan penerimaan retribusi daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Kebijakan yang dimabil dalam rangka peningkatan penerimaan PAD dari sektor bagian laba BUMD adalah :

a) Memperbesar porsi kepemilikan modal pemerintah daerah pada Bank Nagari melalui penambahan penyertaan modal yang dananya berasal deviden yang diterima setiap tahunnya;

b) Mendirikan atau ikut serta dalam kepemilikan modal perusahaan, seperti Bank Samudera.

4) Lain-lain PAD yang sah

Beberapa kebijakan fiskal yang diambil dalam rangka peningkatan PAD sektor lain-lain PAD yang sah, antara lain:

a) Mengoptimalkan pemanfaatan dana daerah yang belum terpakai pada portofolio yang lebih menguntungkan. Misalnya peningkatan deposito pada Bank Nagari dan BRI;

b) Terhadap aset-aset daerah yang kurang produktif dan menimbulkan cost yang tinggi dalam operasional dan pemeliharaannya dilakukan pelelangan;

c) Peningkatan penerapan sanksi dan denda terhadap rekanan yang lalai dalam pelaksanaan pekerjaan dan tidak sesuai dengan time schedule yang telah ditetapkan.
3. Faktor yang mempengaruhi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah

Sejak pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan PAD selalu menjadi pembahasan penting termasuk bagaimana strategi peningkatannya. Hal ini mengingat bahwa kemandirian daerah menjadi tuntutan utama sejak diberlakukannya otonomi daerah tahun 2001. Belum adanya perubahan yang signifikan terhadap peningkatan PAD sampai saat ini (khususnya pajak daerah dan retribusi daerah) disebabkan antara lain oleh ketidakmampuan daerah dalam membuat strategi koleksi dan memetakan potensi pajak dan retribusi daerah. Teknik yang digunakan untuk mengukur potensi seringkali tidak realistis yakni hanya didasarkan pada keinginan untuk senantiasa menaikkan pajak dan retribusi daerah, itupun dengan estimasi yang seringkali tidak akurat tanpa melihat aspek lain yang mempengaruhi keputusan tersebut. 

Dalam pengelolaan PAD, ada banyak faktor yang menjadi penghambat, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan. Permasalahan dalam proses pengelolaan penerimaan PAD untuk setiap jenis penerimaan terdapat perbedaan cara penanganan atau pengelolaannya. Secara umum kendala dalam merealisasikan potensi antara lain adalah :

a. Perangkat hukum di daerah, terutama keberadaan perda yang ada masih didasarkan pada UU yang lama, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan.
b. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemda dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum.
c. Kelemahan di lingkungan aparatur pemerintah daerah, baik pejabat yang mengambil keputusan penetapan pajak dan retribusi, maupun pelaksana lapangan dalam melakukan identifikasi terhadap jenis kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan pajak atau retribusi daerah serta minimnya ketersediaan data base potensi objek pajak dan retribusi daerah.
d. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo.
e. Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Faktor yang amat penting dan mempengaruhi daerah dalam menetapkan target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah adalah situasi dan kondisi perekonomian dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi penerimaan. Kegiatan ekonomi yang melaju pesat dengan ditopang oleh kestabilan kondisi sosial politik daerah yang menentukan akan memberikan peluang bagi daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target yang didukung oleh kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
Peraturan daerah yang dianggap bermasalah kebanyakan disebabkan oleh keinginan masing-masing daerah untuk mendongkrak PAD. Perda tersebut bermasalah karena disebabkan oleh faktor kapasitas finansial yang kecil untuk membiayai 11 kewenangan wajib sebagaimana tertuang dalam undang-undang Pemerintahan Daerah. Karena keterbatasan fiskal tersebut maka dibuatlah Perda yang bisa mendongkrak PAD melalui berbagai pungutan. Hal ini memang dimungkinkan karena Undang-undang pajak dan retribusi daerah memberikan peluang kepada Pemda untuk berkreasi dalam membuat perda pajak dan retribusi daerah. Namun sebetulnya perda tersebut hanya efektif untuk jangka pendek. 

Beberapa pola dan strategi yang bisa dilakukan dalam meningkatkan PAD terutama terhadap pajak dan retribusi daerah adalah :

a. Penyederhanaan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah

1) Harus ada pelayanan prima, dalam artian waktu dan tempat harus jelas serta sikap yang ramah dari petugas pajak itu sendiri. Untuk tahap awal bisa dibentuk seperti KP2T untuk pajak dan retribusi daerah, dimana masyarakat hanya pergi ke satu tempat untuk melakukan pembayaran.

2) Karena sistem tersebut belum efektif maka pemerintah daerah dapat melakukan sistem jemput bola dimana pajak tersebut langsung dijemput oleh petugas pajak.

b. Peningkatan pengawasan terhadap penerimaan pajak baik terhadap wajib pajak maupun petugas pajak. Untuk wajib pajak harus ada kontrol dari pemerintah daerah terhadap nota penjualan. Sedangkan untuk petugas harus ada peningkatan WASKAT (pengawasan melekat) dari atasan kepada bawahan. Bagi retribusi yang instansinya menggunakan karcis dilakukan dengan cara stop opname karcis agar jelas antara penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun.

c. Membenahi peraturan-peraturan daerah terkait dengan berbagai jenis pungutan pajak maupun retribusi.

d. Perlu meminta masukan yang kepada masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah agar masyarakat tidak terbebani.

e. Peningkatan SDM, dalam hal ini bisa berupa pemberian pelatihan bagi petugas pajak (pembinaan tersebut dilakukan oleh atasan).

Secara teoritis, sebetulnya kemampuan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan intensifikasi dan atau ekstensifikasi. Ekstensifikasi dimaksudkan disini berupa upaya perluasan pungutan, tapi harus dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan ekonomi nasional. Upaya intensifikasi adalah upaya meningkatkan kemandirian penerimaan daerah dengan meningkatkan kinerja pajak dan retribusi daerah yang ada. Upaya ini menuntut kemampuan daerah untuk dapat mengidentifikasi secara sahih potensi penerimaan daerah dan kemudian mampu memungutnya dengan berdasar asas manfaat dan asas keadilan.

Lebih lanjut untuk mencapai hal tersebut berbagai sumberdaya (software dan hardware) yang digunakan untuk memungut dan strategi pemungutan perlu segera disiapkan. Dalam jangka pendek, kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensfikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui penghitungan potensi dengan penyusunan sistem informasi basis data potensi. Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Estimasi potensi melalui penyusunan basis data yang dibentuk dan disusun dari variabel-variabel yang merefleksikan masing-masing jenis penerimaan (pajak, retribusi dan penerimaan lain-lain) sehingga dapat menggambarkan kondisi potensi dari suatu jenis penerimaan.

Melalui program penyusunan database potensi diharapkan dapat menciptakan suatu sistem informasi pendapatan daerah yang dapat secara akurat memberikan gambaran menyeluruh mengenai data potensi pajak daerah, retribusi daerah, maupun pungutan-pungutan lainnya sehingga dapat diketahui berapa besar potensi pendapatan yang dapat digali dan dikembangkan serta dikelola secara profesional.

Kedudukan legislatif berada di tempat strategis dalam upaya peningkatan PAD. Peran anggota dewan dalam hal ini adalah pada tingkat kebijakan (policy). Dalam setiap kebijakan yang dihasilkan, para dewan harus mempertimbangkan unsur kelayakan dan kemudahan jenis pungutan serta dapat menjamin keadilan baik secara vertikal maupun horizontal. Kelayakan pungutan terjadi jika biaya koleksi jauh lebih kecil dari penerimaan pajak. Secara teori biaya koleksi meliputi biaya administrasi, biaya kepatuhan (compliance), dan biaya ekonomi.

Keadilan pungutan terjadi jika pungutan telah memperhatikan asas manfaat dan asas kemampuan membayar dari wajib pajak. Upaya kelayakan dan keadilan ini diwujudkan dalam bentuk penentuan tingkat pajak dan tarif retribusi. Dewan juga dapat berpartisipasi terhadap mekanisme sistem dan prosedur koleksi terutama pada pengawasan. Dalam kaitannya dengan hal ini, dewan dapat mengawasi potensi dan kemungkinan kebocoran oleh petugas pungut. Dalam hal penentuan potensi, dewan dapat terlibat untuk melihat dan memperkirakan secara langsung masing-masing potensi objek pajak atau retribusi. Jika dewan benar-benar mampu menjalankan fungsinya secara baik dalam kebijakannya dalam rangka untuk optimalisasi daerah serta benar-benar pengawasannya, maka optimalisasi PAD akan benar-benar terwujud.

Sebetulnya Perda yang sudah dihasilkan sebaiknya tidak harus selalu diteliti terlebih dahulu oleh Depdagri, karena belum tentu Depdagri akan maksimal meneliti. Perda tingkat kabupaten dan kota bisa saja dilakukan verifikasi di tingkat provinsi karena akan lebih efektif dan efisien. Jika telah lolos dari provinsi masih ada kewenangan pusat untuk meneliti dan membatalkan.  
E. PENUTUP 

1. Kesimpulan

a. Pola perumusan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah didasarkan pada pola kebijaksanaan nasional yang diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, yakni (1) UUD 1945 Pasal 23A; (2) UU No. 28/2009 pengganti UU No. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34/2000; (3) PP No. 65/2001; (4) PP No. 66/2001; (5) Beberapa Perda di wilayah studi. Kedinamikaan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah mencerminkan adanya upaya dari pemerintah pusat untuk memberikan dorongan kepada Daerah untuk lebih optimal dan tertib dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai refleksi pelaksanaan prinsip otonomi yang seluas-luasnya.
b. Kontribusi PAD terhadap APBD relatif kecil masih berada di bawah 16%, namun ditinjau dari aspek kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, maka kontribusinya sangat signifikan, terutama di Kota Padang kontribusi Pajak Daerah mencapai rata-rata 66,53% dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar 22,85%. Khusus bagi Kota Bukittinggi, justru kontribusi Retribusi Daerah lebih besar dibandingkan dengan Pajak Daerah terhadap PAD Kota Bukittinggi, yakni rata-rata sebesar 41,01% dan 28,74%. Sehubungan dengan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD, relatif konstan seperi Kota Padang rata-rata 12,61% dan 11, 36 %, Kota Bukittinggi kontribusi terhadap peningkatan PAD rata-rata sebesar 14,52% dan 10,11%. Berbeda halnya dengan kondisi di Kabupaten Pesisir Selatan, keterbatasan data hanya perhitungan dua tahun anggaran (2007 dan 2008), telah menunjukkan persentase yang cukup besar kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan PAD, yakni 55,36% dan 27,86%.

c. Ada banyak faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dalam peningkatan PAD, antara lain:Perangkat hukum di daerah, terutama keberadaan perda yang ada masih didasarkan pada UU yang lama, sehingga potensi penerimaan yang ditemukan atau yang diperoleh sulit untuk direalisasikan. Belum konsisten para penegak hukum administrasi kalangan birokrat pemda dalam memberikan sanksi terhadap subjek hukum yang melalaikan kewajiban wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Petugas lebih cenderung menggunakan pendekatan persuasif dan toleransi dalam melakukan penegakan hukum. Kelemahan di lingkungan aparatur pemerintah daerah, baik pejabat yang mengambil keputusan penetapan pajak dan retribusi, maupun pelaksana lapangan dalam melakukan identifikasi terhadap jenis kegiatan atau usaha yang wajib dikenakan pajak atau retribusi daerah serta minimnya ketersediaan data base potensi objek pajak dan retribusi daerah. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap dinamika kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat menimbulkan kurang kepedulian dari warga masyarakat untuk segera membayar pajak dan retribusi daerah tatkala mendekati jatuh tempo. Masih lemahnya pengawasan termasuk intrumennya, sehingga menimbulkan tidak optimalnya pencapaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 
2. Saran
Pemerintahan Kota Padang, Bukittinggi dan Kabupaten Pesisir agar segera melakukan upaya yang serius untuk melakukan penyesuaian terhadap berbagai macam pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan ke dalam berbagai perda selama ini sesuai dengan kategori jenisnya guna mewujudkan peningkatan pendapatan asli daerah sekaligus pelaksanan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Upaya yang serius mutlak dilakukan pengkajian secara komprehensif, baik dari aspek tataran normatif penyusunan kebijakan maupun inventarisasi terhadap potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah.
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